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AMITA KALASUSO (B 111 12 318) Implementasi Diversi Pada Tindak 
Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar dibawah 
bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diversi pada 
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dan untuk 
mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi diversi pada tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, 
Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Data yang 
diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek 
penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi dalam  tindak 
pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar telah dilaksanakan 
oleh ketiga lembaga peradilan yang berhak melaksanakannya. Namun dalam 
pelaksanaan ditemukan bahwa Kepolisian Resort Kota Besar Makassar masih 
belum melakukan laporan ke Pengadilan Negeri untuk dibuatkan surat penetapan 
bagi kasus yang berhasil didiversi. Sedangkan pada Kejaksaan Negeri Makassar 
dan Pengadilan Negeri Makassar masih terdapat beberapa kasus pencurian yang 
dilakukan oleh anak yang ancaman pidananya diatas tujuh tahun tetapi tetap 
diupayakan diversi.Kendala utama yang dihadapi dalam memperoleh hasil akhir 
dari diversi adalah tidak adanya kesepakatan dari pihak korban. Persetujuan dari 
pihak korban merupakan faktor utama yang dapat membuat diversi berhasil dan 
apabila permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh Anak maka diversi 
gagal dan dilanjutkan ke proses peradilan. Adanya perbedaan batas kasus yang 
dapat didiversi pada masing-masing lembaga juga menyebabkan adanya beberapa 
kasus yang tidak dapat didiversi tetapi didiversi pada lembaga lainnya. Unsur 
pemberatan pada tindak pidana pencurian juga menghambat proses diversi karena 
ancaman pidananya diatas tujuh tahun. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berbicara  mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan 
potensi nasib manusia hari mendatang, anaklah yang ikut berperan menentukan 
sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.1 Anak 
merupakan pemegang tongkat estafet dalam menjaga keberlangsungan hidup 
suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan dan 
pembinaan bagi anak agar terhindar dari kemungkinan yang dapat membahayakan 
masa depan anak.  
Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu 
dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan 
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan 
diskriminatif. 
Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 setelah amandemen dengan tegas menetukan bahwa anak mempunyai 
hak-hak, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk 
berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.    
                                                          
1 Wagiati Soetodjo, 2005, Hukum Pidana Anak.PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5. 
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Dalam rangka perlindungan hak anak tersebut, maka Indonesia juga turut 
serta dalam meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang 
telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Dalam Pasal 4 
KHA dinyatakan: Negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, 
administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam 
konvensi. Selain itu dalam Pasal 6 KHA dinyatakan: Negara Peserta mengakui 
bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Satu dekade 
kemudian, tepatnya pada tahun 2001, Indonesia menyatakan komitmennya 
terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (A World Fit for Children). 
Perlindungan terhadap hak anak juga termasuk didalamnya bagi Anak 
yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum 
meliputi Anak sebagai  Pelaku, Anak sebagai  Korban dan Anak yang menjadi 
Saksi tindak pidana 
Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan 
kriminal (Anak sebagai Pelaku) sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar 
diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses 
meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang 
disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem 
peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status 
narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh 
kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem 
peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata 
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tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk 
menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak 
semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.2   
Untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum  maka 
Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan beberapa perundang-undangan 
khusus anak dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak . 
Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, 
Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak  Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal 
berikut: pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan 
keadilan; kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami 
penurunan; ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, 
pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana 
                                                          
2 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif 
Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1. 
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penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu 
Legalistik.3 
Salah satu perubahan yang dapat dilihat yaitu munculnya kewajiban proses  
Diversi. Solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana 
anak adalah pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan cara 
pengalihan (diversi). Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak 
dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi  
(pengalihan) wajib untuk dilakukan  pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak 
pelaku, yaitu pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di 
pengadilan.  Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak 
negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. 
Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non 
yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang 
seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) 
berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan 
anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer 
kejahatan terhadap anak. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari 
penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah 
satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan 
                                                          
3 http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-




menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan 
menjadi korban akibat kejahatan.4 
Diversi juga akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap 
individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya 
sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak 
terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana 
transfer kejahatan.5 
Keadilan restoratif yang ditunjukkan melalui proses Diversi ini 
mensyaratkan pertanggungjawaban pelaku bukan dengan penghukuman, 
melainkan didorong untuk bertanggung jawab dengan  menunjukkan empati dan 
berperan memperbaiki kerugian..  
Kasus- kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan diharapkan  selalu 
mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman 
adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak-
hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non 
formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal 
dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh 
penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat 
diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk 
mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa 
                                                          
4 http://pn-bangil.go.id/data/?p=207, PENERAPAN DIVERSI DALAM PERSIDANGAN ANAK oleh   
Sofian Parerungan, SH.,MH . tanggal akses 14 Oktober 2015 Pukul 09.30 wita. 




tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, 
ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. 
Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika 
diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.  
Namun, kewenangan diversi tetap dibatasi dengan syarat bahwa proses 
diversi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana  yang  diancam dengan 
pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan  bukan merupakan pengulangan 
tindak pidana (Residivis).  Tindak pidana pencurian biasa merupakan salah satu 
tindak pidana yang dapat dilakukan diversi karena diancam dengan pidana penjara 
lima tahun (Pasal 362 KUHP).  Menurut penulis, tindak pidana pencurian sangat 
memungkinkan untuk dilakukan diversi karena kesepakatan diversi dapat terjadi 
jika pihak korban telah sepakat. Sepakatnya pihak korban dapat  berupa 
dipenuhinya syarat atau ganti kerugian yang diinginkan pihak korban. Angka 
ganti kerugian dapat lebih mudah ditentukan dibandingkan tindak pidana lainnya 
yang dapat diupayakan diversi seperti penganiayaan, perkelahian, atau penghinaan 
dll.   
Angka tindak pencurian oleh anak masih cukup tinggi di Kota Makassar, 
contohnya pada Operasi Sikat Lipu yang digelar sejak 20 Mei hingga 8 Juni 2014 
saja,  dari 40 orang yang diamankan jajaran mapolrestabes Makassar, sebanyak 60 
persen pelaku merupakan pelaku di bawah umur. 6 
                                                          
6http://daerah.sindonews.com/read/871743/25/60-persen-pelaku-kriminal-di-Makassar-di-
bawah-umur-1402307284  60 Persen Pelaku Kriminal Di Makassar Di Bawah Umur oleh  Andi 
Ilham. Tanggal akses 11 November 2015, Pukul 11.12 wita.  
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Akan tetapi, walaupun UU SPPA ini disahkan pada tahun 2012, 
pelaksanaannya baru mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2014. Hal ini dikarenakan 
agar adanya kesiapan instrumen-instrumen dalam melaksanakan UU SPPA. 
Persiapan tersebut berupa pembuatan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan 
proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi yang diatur dengan 
Peraturan Pemerintah 7, Penghapusan Rutan dan Lapas Anak diganti menjadi 
LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) , LPKA (Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak), maupun LPKS (Lembga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).  
Setelah setahun  lebih UU SPPA ini berlaku dan berdasarkan uraian diatas, 
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dengan judul 
“Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh 
Anak di Kota Makasssar” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian 
ini : 
1. Bagaimanakah implementasi diversi pada tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar ? 
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam implementasi diversi pada tindak 
pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar ? 
 
                                                          
7 Pasal 15 UU SPPA 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui implementasi diversi pada tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi diversi 
pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota 
Makassar.  
D. Kegunaan Penelitian 
1. Manfaaat Akademis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu 
pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat 
dan penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum dengan 
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. 
2. Manfaat Praktis  
a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat 
penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya 
dalam hal perlindungan hukum terhadap terpidana anak. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan 
pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan 





A. Diversi dan Restorative Justice 
1. Diversi 
a. Pengertian Diversi 
Kata diversi berasal dari bahasa Inggris ,Diversion, yang berarti pengalihan. 
Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan 
Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia 
menjadi Diversi. Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim 
menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan 
pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.8  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak mendefinisikan Diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari 
proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 
 Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang 
diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke 
penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan 
korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing 
Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.9  
                                                          
8 Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana 
Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta,  hlm.14. 
9 Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 48. 
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Diversi merupakan salah satu implementasi dari keadilan restoratif. Upaya 
ini merupakan solusi yang baik bagi anak dalam melalui tahapan peradilan, baik 
itu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan.   
Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum 
harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi 
penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang 
berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi 
anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. 10 
b. Tujuan Diversi 
Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari Diversi adalah:  
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. 
c. Kewenangan Diversi 
Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa kewenangan diversi adalah: 
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di 
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. 
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal 
tindak pidana yang dilakukan: 
                                                          
10 M. Nasir Djamil, 2012, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan 
Pidana Anak (UU-SPPA) , Sinar Grafika, Jakarta. hlm.137. 
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a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
 
d. Syarat Diversi 
Dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Pidana Anak diatur mengenai kewenangan 
diversi. Pasal 8 menentukan syarat diversi sebagai berikut : 
(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan 
Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 
berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 
(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau 
masyarakat. 
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan: 
a. kepentingan korban; 
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; 
c. penghindaran stigma negatif; 
d. penghindaran pembalasan; 
e. keharmonisan masyarakat; dan 
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Selanjutnya Pasal 9 menentukan syarat diversi sebagai berikut : 
(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus 
mempertimbangkan: 
a. kategori tindak pidana; 
b. umur Anak; 
c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan 
d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 
(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau 
keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali 
untuk: 
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; 
b. tindak pidana ringan; 
c. tindak pidana tanpa korban; atau 






e. Pelaksanaan Diversi 
Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi  juga  diatur 
dengan Peraturan  Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Persiapan Diversi dalam pengadilan kemudian diatur dalam Pasal 4 
PERMA Nomor 4 Tahun 2014 sebagai berikut : 
(1) Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani 
perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan 
Penetapan Hari Musyawarah Diversi 
(2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk 
menghadirkan : 
a. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya; 
b. Korban dan/atau orang tua/Walinya; 
c. Pembimbing Kemasyarakatan; 
d. Pekerja Sosial Profesional; 
e. Perwakilan masyarakat; dan 
f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan 
dalam Musyawarah Diversi 
(3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya 
Musyawarah Diversi.  
Ketentuan mengenai Tahapan Musyawarah Diversi diatur dalam Pasal 5 
PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam 
Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut : 
(1) Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan 
perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan 
musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati 
oleh para pihak yang hadir. 
(2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi 
(3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing 
Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan 
sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. 
(4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada : 
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a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan 
b. Orangtua/wali untuk menyempaikan hal-hal yangberkaitan dengan 
perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. 
c. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan 
dan bentuk penyelesaian yang diharapkan 
(5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan 
sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh 
penyelesaian. 
(6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan 
masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan infromasi untuk 
mendukung penyelesaian. 
(7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan 
terpisah (Kaukus) dengan para pihak. 
(8) Fasilitator Diversi merupakan hasil musyawarah ke dalam 
Kesepakatan Diversi 
(9) Dalam menyusun kesepakatan Diversi, Fasilitator Diversi 
memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan 
dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; 
atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau 
memuat itikad baik. 
Fasilitator Diversi yang dimaksudkan adalah Hakim yang ditunjuk oleh 
Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. 
Ketentuan mengenai Kesepakatan Diversi diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 
Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagi berikut : 
(1) Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan 
ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera 
Pengganti. 
(2) Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan 
kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi 
(3) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan kesepakatan DIversi 
berdarakan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Ketua Pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan Diversi untuk 
diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat 
seabagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya 
dalam waktu tiga hari. 
(5) Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana 




Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut : 
(1) Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh 
para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing 
Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan 
pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana 
Anak. 
(2) Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan 
pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi seabagimana dimaksud 
dalam ayat (1) 
 
2. Restorative Justice 
Restorative Justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di 
banyak negara, restorative menjadi salah satu dari sejumlah pendekatan penting 
dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di 
sistem peradilan dan Undang-Undang . 11 
Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah suatu proses 
penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang 
terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian 
terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan 
dan bukan pembalasan. 12 
Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk  : 13  
(1) Mengupayakan perdamaian antar korban dan anak. 
(2) Mengutamakan perdamaian antar korban dan anak. 
                                                          
11 Marlina, 2009,  Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan 
Restorative Justice. Bandung,  PT Refika Aditama.  Hlm. 178. 
12 Pasal 1 ayat 6 UU SPPA 
13 Nasakah Akademik RUU SPPA 
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(3) Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan. 
(4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak. 
(5) Mewujudkan kesejahteraan anak. 
(6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. 
(7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. 
(8) Meningkatkan keterampilan anak. 
Beberapa ciri dari program-program dan hasil (out comes) restorative 
justice antara lain meliputi : victim offender mediation (mediasi antara pelaku dan 
korban),  conferencing (mempertemukan para pihak), circles (saling menunjang), 
victim assistance (membantu  korban), ex offender assistance (membantu orang 
yang pernah melakukan kejahatan), restitution (memberi ganti rugi atau 
menyembuhkan), community service (pelayanan  masyarakat) adalah pemulihan 
kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku memiliki 
kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta pengadilan berperan 
untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan 
perdamaian yang adil . 14 
B. Tindak Pidana Pencurian 
1. Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana 
Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar  feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar , 
dan feit. Secara literlijk, Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan 
                                                          
14 Marlina, op.cit., hlm. 180. 
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baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak , peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.15 
Akan tetapi belum ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud 
dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk 
memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada 
keseragaman pendapat. 16 Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, 
yang berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut : Perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; 
tindak pidana. 
Mengenai “delik” dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum pidana 
masing-masing memberikan definisi sebagai berikut 17 : 
a. Vos 
Delik adalah feit (perbuatan) yang dinyatakan dapat dihukum 
berdasarkan undang-undang. 
b. Van Hammel 
Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang 
lain. 
c. Simsons 
                                                          
15 Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo Persada . Malang, hlm. 67. 
16 Ibid. 
17 Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,  Sinar grafika. Jakarta . hlm. 8.  
17 
 
Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun  tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya 
tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. 
Kemudian Teguh Prasetyo menyimpulkan bahwa Tindak pidana adalah 
perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana  
pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan 
sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan  yang bersifat pasif 
(tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). 18 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap 
unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut19  : 
a. Unsur Subjektif  
Unsur subjektif adalah unsur yang  berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan” (an  act doesn’t make a person guilty unless the mind is guilty 
or actus nin facit reum nisi mens sit rea).   Kesalahan yang dimaksud 
disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada 
                                                          
18 Teguh Prasetyo, 2010,  Hukum Pidana. PT.  Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 50. 
19 Leden Marpaung , Op.Cit. hlm. 9. 
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umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “ kesengajaan” terdiri atas 
tiga bentuk yaitu : 
(1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
(2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn) 
(3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis) 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri dari atas dua bentuk, yaitu : 
(1) Tak berhati-hati ; 
(2) Dapat menduga akibat perbuatan itu 
b. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
(1) Perbuatan manusia, berupa: 
i. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
ii. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
(2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
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oleh  hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
(3) Keadaan-keadaan (circumstance) 
Pada umumnya,keadaan tersebut dibedakan anatara lain : 
i. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
ii. Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
(4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan 
hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
 Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Jika salah 
satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan 
pengadilan. 
3. Pencurian 
Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana (KUHP)  BAB XXII tentang Pencurian. Sebagai suatu  
kejahatan terhadap harta benda, pencurian diatur dalam enam pasal yaitu Pasal 
362-367 KUHP. 
Karena Diversi hanya dapat dilaksanakan pada tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun, maka hanya pencurian yang 
diatur pada Pasal 362 dan Pasal 364 KUHP saja yang dapat diupayakan diversi. 
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Pasal 362 KUHP menyebutkan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, 
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus 
rupiah”.  
Pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur-unsur : 
- Obyektif : mengambil, barang, yang seluruhnya atau sebahagian 
kepunyaan orang lain 
- Subyektif : dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum 
a. Mengambil  
Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan 
tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. 
Sudah lazim, masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti 
bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang 
ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat 
dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat 
lalin daripada yang dijanjikan.20  
Lebih lanjut Moch. Anwar mengatakan unsur mengambil mengalami berbagai 
penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil yang semula 
diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti 
                                                          
20 Wirjono Prodjodikoro, 2003,Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 15. 
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membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata.  Perbuatan mengambil berarti 
perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau 
yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini 
tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan 
pemilik. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha 
melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan 
mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda itu sudah berpindah dari 
tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai 
lagi dengan pengertian dalam tata bahasa. Dengan demikian perbuatan mengambil 
harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan 
masyarakat. 21 
b. Barang yang Seluruh atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain 
Pun pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari 
arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi setiap barang yang 
menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan seabgai barang-barang 
yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian 
ditafsirkan seabagi setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian 
barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam 
kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan pendapat ini disebabkan dengan 
peristiwa pencurian listrik , dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang 
                                                          
21 H.A.K. Moch Anwar, 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) JILID I. Penerbit 
Alumni, Bandung, hlm. 17-18. 
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dapat menjadi obyek pencurian. 22 Hanya jika barang yang diambil itu tidak 
dimiliki oleh siapapun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik maka tidak ada 
tindak pidana pencurian.23 
c. Melawan Hukum 
Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari 
pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang 
lain.24 
d. Memiliki barang bagi diri sendiri 
Memiliki barang bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang 
tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan 
ia bukan pemiliknya.  
Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis 
perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, 
menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya.  
Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud 
itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah 
tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan 
selesainya perbuatan mengambil barang. 25 
                                                          
22 Ibid, hlm. 18-19. 
23 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hlm. 16. 




Selanjutnya Pasal 364 KUHP berbunyi “Perbuatan yang diterangkan 
dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan 
dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih 
dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana 
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima 
puluh rupiah.”  
Yang dimaksudkan dalam Pasal 363 butir 4 dan butir 5 adalah pencurian 
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian yang untuk masuk ke 
tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, 
dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  
C. Anak 
1. Definisi Anak 
Secara Yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam 
lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. 
Sedangkan dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap 
kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan 
kewajiban seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sah anak, perwalian 
dan lain-lain. 
Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-
masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran 
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terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam 
berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi 
anak,melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbutan 
tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.26 
Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On 
The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) secara tegas 
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia 
dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan  undang-undang yang berlaku bagi anak 
ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. 
Dalam Kitab Undang-Undang Perdata ketentuan yang merumuskan 
kategori dewasa dan belum dewasa dapat ditemukan dalam Pasal 330. Dari 
rumusan tersebut dapat diartikan bahwa batas antara belum dewasa  dengan telah 
dewasa adalah umur 21 tahun kecuali anak itu sudah kawin sebelum umur 21 
tahun atau pendewasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 419 KUH Perdata. 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
diberikan tiga kriteria usia, yang meliputi : (1) usia syarat kawin yaitu pria 19 
tahun dan wanita 16 tahun. (2) Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan 
menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tuanya. (3) usia dewasa 
yaitu 18 tahun atau telah kawin. Apabila digunakan penafsiran secara 
argumentum a’contrario, Nampak jelas bahwa yang dimaksud telah dewasa 
                                                          
26 Nandang Sambas, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional 
Perlindungan Anak Serta Penerapannya,  Graha Ilmu, Bandung, hlm. 5. 
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menurut undang-undang Perkawinan tersebut adalah setiap orang yang telah 
berusia 18 tahun. Mereka dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus diwakili 
oleh orang tua atau walinya. 27 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, merumuskan anak sebagai berikut: “Anak adalah seorang 
yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 
delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Bartas 
usia tersebut sejalan dengan penentuan seorang anak sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-
undang tersebut, anak didik pemasyarakatan, baik anak pidana, anak negara 
maupun anak sipil, adalah anak binaan yang belum mencapai usia 18 tahun.  
Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
2. Prinsip Perlindungan Anak 
Maidin Gultom mengemukakan empat prinsip perlindungan anak sebagai 
berikut28 : 
                                                          
27 Ibid, hlm. 6.  
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a. Anak tidak dapat berjuang sendiri 
Salah satu prinsip yang digunakam dalam perlindungan anak 
adalah : Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan 
keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat 
melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi 
kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk 
mengusahakan perlindungan hak-hak anak.  
b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) 
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut 
prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang 
sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam 
setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan 
untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. 
c. Ancangan daur kehidupan (life-circle approach) 
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan 
harus dimulai sejak dini dan terus menerus.  
d. Lintas sektoral 
Nasib anak tergantung dari beberapa faktor makro maupun mikro 
yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan,perencanaan kota dan 
segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan 
bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan 
ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih 
                                                                                                                                                               
28 Maidin Gultom,2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia. PT Refika Aditama, Bandung, hlm.39.  
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keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah 
perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua 
tingkatan. 
Prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 
dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of The Child) 
yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 
Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut : 
a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya 
yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat 
b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh 
kemungkinan pelepasan/pembebasan (without possibility of release) tidak 
akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) 
tahun 
c. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan 
hukum atau sewenang-wenang 
d. Penangkapan,penahanan,dan pidana penjara hanya akan digunakan 
sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang 
sangat singkat/pendek. 
e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara 
manusiawi dengan menghormati martabatnya sebagai manusia 
f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan 
berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya 
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g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan 
huku, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan 
atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan 
tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat 
atas tindakan terhadap dirinya 
Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut : 
a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum 
pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara: 
1) Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan 
martabatnya 
2) Yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak 
asasi dan kebebasan orang lain 
3) Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk 
memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta 
mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di 
masyarakat. 
b. Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar 
hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau “tidak berbuat sesuatu) yang 
tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat 
perbuatan itu diilakukan 
c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, 
sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak): 
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1) Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut 
hukum 
2) Untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan 
langsung (promptly and directly) atau melalui orang tua, wali, atau 
kuasa hukumnya 
3) Untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-
larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak 
memihak 
4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah 
5) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan 
tidakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh 
badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku 
6) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak 
memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma (gratis) 
7) Kerahasiaan pribadi (privasi)nya dihormati/dihargai secara penuh pada 
semua tingkatan pemeriksaan 
d. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang 
berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan 
kepada anak yang dituduh , dituntut, atau dinyatakan telah melanggar 
hukum pidana, khususnya:  
1) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu 
melakukan pelanggaran hukum pidana 
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2) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa 
melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan 
jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati. 
e. Bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, 
bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta 
pembinaan institusional lainnya) harus dapat mejamin, bahwa anak 
diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraanya dan 
seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang 
dilakukan. 
Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hadi Supeno menyimpulkan  
empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara 
dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain 29: 
1. Prinsip Nondiskriminasi 
Artinya semua hak yang dakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak 
(KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. 
Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA: 
(1) Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang 
ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah 
hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa 
memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahsa, agama, pandangan 
politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik 
                                                          
29 Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa 




atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status 
lainnya baik dari si anak sendiri atau dari walinya yang sah  
(2) Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu unutk 
menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman 
yang didasarkan pada status kegiatan, pendpat yang dikemukakan atau 
keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota 
keluarganya 
 
2. Prinsip Kepentingan terbaik bagi Anak (Best Interest of The Child) 
Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 KHA : 
(1) Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan 
lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, 
lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka 
kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan 
utama. 
 Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak 
bahwa pertimbangan-pertimbanan dalam pengambilan keputusan menyangkut 
masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalgi berpusat kepada 
kepentingan orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran 
kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan 
menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan.  
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Pekembangan (The Right to 
Life, Survival and Development) 
Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA  
(1) Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang 
melekat atas kehidupan 
(2) Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal 
kelangsungan hidup dan perkembangan anak 
Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap 
anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu 
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yang melekat dalam dirinya, bukan pemebrian dari negara atau orang per 
orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan 
lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta 
akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. 
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the Views of The 
Child)  
Prinsip ini ada dalam Pasal 12 KHA : 
(1) Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai 
pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-
pandangan secara bebas dalam semua hal yang memngaruhi anak, dan 
pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan 
kematangan anak. 
 Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki ontonomi kepribadian. Oleh 
sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, 
dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, 
keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang 
dewasa. 
 Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak 
adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi 
anak sebagai yang pertama dan utama. Impelementasinya cara pandang 





D. Kenakalan Anak  (Juvenale Delinquency) dan Teori Penyebab Kenakalan 
Anak  
1. Kenakalan Anak (Juvenale Delinquency) 
Perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dengan 
tindak pidana yang dilakukan anak terletak pada pelakunya sendiri. Perbedaan 
tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang 
dilakukannya. Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
bukan didasarkan kepada motif yang jahat (evil will/ evil mind), maka anak yang 
melakukan penyimpangan norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli 
kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” 
atau dengan istilah “ Juvanale Deliquency”. Dengan istilah tersebut terhadapnya 
dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (criminal).30 
 Di negara-negara yang telah memiliki dan menerapkan hukum pidana 
secara khusus untuk anak, penggunaan istilah khusus bagi pelaku anak diakui 
sebagai dasar psikologis. Bahwa anak yang melakukan pelanggaran bukan 
merupakan orang-orang jahat melainkan anak-anak nakal saja (Juvanale 
Deliquency). Dasar ini merupakan hasil riset puluhan tahun dari ilmu psikologi. 31 
 Secara etimologis, istilah Juvanale Deliquency berasal dari bahasa latin 
Juvenils yang artinya anak-anak, anak muda,ciri karakteristik pada masa muda, 
sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan delinguere yang berarti 
                                                          
30 Nandang Sambas, Op.cit, hlm.13. 
31 D.Y. Atta,1979, Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam 
Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, Bina Cipta, Jakarta, hlm 43. 
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terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, 
criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat 
diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Dengan demikian, Juvanale 
Deliquency adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak 
muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan 
reamja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu 
mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.32 
 Menurut Kartini Kartono, anak-anak delinkuen memunyai karakteristik 
umum yang berbeda dengan anak-anak non delinkuen, antara lain : 
1. Struktur intelektualnya  
Pada intelegensi mereka tidak berbeda dengan intelegensi anak-anak yang normal, 
namun jelas terdapat fungsi-fungsi kognitif yang berbeda. Biasanya anak-anak 
delinkuen ini mendapatkan nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas prestasi daripada 
nilai untuk keterampilan verbal. 
Mereka kurang toleran terhadap hal-hal yang ambisius. Pada galibna mereka 
kurang mampu memperhatikan tingkah laku orang lain, bahkan tidak menghargai 
pribadi orang lain dan menganggap orang lain sebagai “gambar cermin” dari diri 
sendiri 
2. Perbedaan Fisik dan Psikis  
                                                          
32 Kartini Kartono, 1992,Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali, Jakarta, hlm. 7. 
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Anak-anak delinkuen lebih “idiot secara moral”, dan memiliki perbedaan 
karakteristik yang secara jasmaniah sejak lahir jika dibandingkan dengan anak-
anak normal. Bentuk tubuh mereka lebih “mesomorphs” yang relative berotot, 
kekar, kuat (60%), dan pada umumnya bersifat lebih agresif 
3. Perbedaan Ciri Karakteristik Individual 
Anak-anak delinkuen memunyai sifat kepribadian khusus yang menyimpang 
seperti : 
1) Hampir semua anak muda jenis ini cuma berorientasi pada “masa 
sekarang”, bersenang-senang hari ini. Mereka tidak mau 
mempersiapkan bekal hidup bagi hari esok. Mereka tidak mampu 
membuat rencana bagi hari depan. 
2) Kebanyakan dari mereka terganggu secara emosional. 
3) Mereka kurang tersosialisasi dalam masyarakat normal, sehingga tidak 
mampu mengenal norma-norma kesusilaan, dan bertanggungjawab 
secara sosial. 
4) Mereka suka menceburkan diri dalam kegiatan “tanpa pikir” yang 
merangsang rasa kejantanan, walupun mereka menyadari besarnya 
resiko dan bahaya yang terkandung di dalamnya. 
5) Hati nurani tidak ada atau berkurang fungsinya. 
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6) Mereka kurang memiliki disiplin diri dan control diri, sebab mereka 
memang tidak pernah dituntun atau dididik untuk melakukan 
haltersebut. Tanpa pengekangan diri itu mereka menjadi liar, tidak bisa 
dikuasai oleh orang dewasa. Muncullah kemudian kebiasaan jahat 
yang mendarah daging, dan kemudian menjadi stigma.33 
2. Teori Penyebab Kenakalan Anak 
Dari sekian banyak teori kriminologi yang berkembang dapat diuraikan 
beberapa teori yang relevan dengan perilaku delinkuen anak. Teori-teori tersebut, 
antara lain 34:  
a. Teori Anomie 
Salah seorang tokoh dari teori ini adalah Emile Durkheim. Teori ini 
menekankan pada mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang 
berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu 
sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi 
konflik norma dalam pergaulan.  
Anomie dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualisme 
yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini diikuti dengan 
perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Menurut teori ini, jika suatu 
masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan 
kota maka kedekatan (intimacy) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat 
                                                          
33  Ibid, hlm.17-19. 
34 Nandang Sambas, Op. cit, hlm. 121-131. 
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norma-norma umum (a common set of rule) akan merosot. Kelompok akan 
menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan seperangkat peraturan umum, 
tindakan-tindakan dan harapan-harapan seseorang akan bertentangan dengan 
harapan orang lain. Dengan demikian, secara betahapsistemakan runtuh dddan 
masyarakat berada dalam kondisi anomie. 
b. Teori Kontrol Sosial 
Teori ini menunjuk kepada pembahasan delikuensi dan kejahatan 
dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis , antara lain: struktur 
keluarga, pendidikan, kelompok domain. Ada tiga komponen dari kontrol sosial di 
dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. Ketika komponen tersebut antara lain: 
kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak, hilangnya 
kontrol tersebut, tidak adanya norma-norma sosial atau konflik anatar norma-
norma di sekolah, orang tua, atau lingkungan terdekat.  
Terdapat dua jenis kontrol yaitu kontrol internal (personal control) dan 
kontro eksternal (social control). Kontrol internal adalah kemampuan seseorang 
menahan diri untuk mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat (the ability of the individual to refrain from 
meeting need in ways which conflict with the norm and rules of the community). 
Sedangkan kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial ataulemabag-
lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi 
efektif (the ability of the social groups or institution to make norms or rule 
effective). Menurut Ivan F Nye, teori kontrol sosial bukan merupakan penjelasan 
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yang kausitis. Nye, pada dasarnya tidak menolak adanya unsur-usnur psikologis, 
disamping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Menurut Nye, 
sebagain kasus delikuensi disebabkan karena gabungan antara proses hasil belajar 
dan kontrol sosial yang tidak efektif.  
c. Teori Sub-Budaya Delikuen 
Dalam suatu masyarakat tertentu, di samping kebudayaan induk 
(dominan), akan terdapat berbagai macam ragam varian dari kebudayaan induk. 
Varian-varian ini dinamakan sub-sub kebudayaan yang pada dasarnya mempunyai 
nilai dan norma yang sama dengan kebudayaan induk. Akan tetapi disamping 
yang sama terdapat pula nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dan atau 
bertentangan dengan kebudayaan induk. 
Menurut Cohen pelaku-pelaku delikuen merupakan bentuk subudaya 
terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan 
sub budaya seabgai suatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih 
besar, namun dibelokkan secara terbalik dan berlawanan. Perilaku delikuen 
dianggap sebagai sesuatu yang benar menurut tata nilai budaya mereka, karena 
perilaku tersebut dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.  
d. Teori Labeling (Labeling Theory) 
Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan 
pengertian yang relative. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak 
lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku 
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tertentu. Ada dua konsep dalam teori Labeling, yaitu Primary Deviance dan 
Secondary Deviance. Primary Deviance, ditujukan kepada perbuatan 
penyimpangan tingkah laku awal. Sedangkan Secondary Deviance adalah 
berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai 
akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap itu diletakkan pada 
seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk melepaskan diri dari 
cap dimaksud dan kemungkinan akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap 
yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya. 
e. Teori Kesempatan 
Teori kesempatan berpijak pada anggapan dasar, bahwa adanya hubungan 
yang sangat kuat antara lingkungan kehidupan remaja, struktur ekonomi dan 
pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Munculnya subkultur delikuen 
dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul itu, bergantung pada kesempatan, baik 
kesempatan untuk patuh terhadap norma maupun kesempatan untuk melakukan 
penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja dengan status ekonomi dan 
lingkungannya terblokir oleh kesempatan patuh terhadap norma dalam mencapai 
kesuksesannya, maka ia akan mengalami frustasi (status frustration). Tanggapan 
mereka dalam menanggapi status frustasi sangat bergantung pada terbukanya 
struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka. Apabila kesempatan criminal 
terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri 
dalam subkultur kejahatan (criminal subculture) sebagai cara untuk menghadapi 
permasalah yang dihadapinya. 
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 Apabila kesempatan kriminal tidak terbuka, maka kelompok remaja itu 
akan melakukan reaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian. 
Misalnya apabila obat terlarang terdapat di hadapannya, dan kesempatan untuk 
menggunakannya terbuka, maka kultur penggunaan obat terlarang (drug culture) 
akan tumbuh di kalangan mereka.  
E. Sistem Peradilan Pidana Anak 
1. Pengertian Sistem Peradilan Anak 
Istilah sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile 
System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi 
yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan 
penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan 
fasilitas-fasilitas pembinaan anak. 35 
 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1  
Ayat (1) menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan 
proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 
penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 
2. Tujuan Sistem Peradilan Anak 
Terdapat tiga paradigma tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SSPA) yakni 
Paradigma Pembinaan Individual (Individual Treatment Paradigm), Paradigma 
                                                          
35 Setya Wahyudi, Op.cit, hlm.35. 
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Retributive (Retributive Paradigm), dan Paradigma Restorative (Restorative 
Paradigm). 36 
a. Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual 
Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi 
pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini 
terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. 
Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma 
pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental, dan secara umum tidak 
layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan 
dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk 
dibina dalam program pembinaan khusus sejauhmana program dapat diselesaikan. 
Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. 
Fokus utama untuk pengidentifikasian pelaku dan pengembangan pendekatan 
positifis untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam 
rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu 
berbuat rasional tanpa campur tangan terapitik. Pada umumnya pelaku perlu 
dibina , karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapitik. 
 Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa 
menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku 
mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam 
pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, 
                                                          
36 M. Nasir Djamil , Op.cit, hlm. 45-50. 
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apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Yang diutamakan dalam 
praktik adalah konseling kelompok dan keluarga; paket kerja probation telah 
disusun, dan aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan 
pidana dengan paradigm pembinaan individual, maka segi perlindungan 
masyarakat secara langsung, bukan bagian fngsi peradilan anak. 
b. Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif 
Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. tujuan penjatuhan sanksi 
tercapai dilihat dengan kenyataan apakah  pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan 
pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa 
penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda, dan fee. Untuk 
menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai 
strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, dan pengawasan elektronik. 
Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah 
pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencagahan atau 
penahanan. 
c. Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif 
Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigm restorative, 
bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban 
untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan 
penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, 
kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah 
kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan 
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proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu, restitusi, mediasi pelaku korban, 
pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban, atau 
denda restoratif.  
 Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun 
secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap 
berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. 
Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga 
kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan 
pelaku yang bersifat learning by doing, konseling, dan terapi untuk memotivasi 
keterlibatan aktif para pihak.  
 Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah 
memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberikan kesempatan untuk 
mempraktikkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah 
stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi peningkatan keterikatan pada 
msayarakat. Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktik agar anak 
memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek 
kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan 
peran-peran pelaku, korban, masyarakat, dan penegak hukum secara sinergi. 
Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. 
Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi. Masyarakat 
mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, 
mengembangkan peran baru anak pelaku untuk mempraktikkan dan 
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mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan 
kemitraan dengan masyarakat.  
 Asumsi dalam peradilan restorative tentang tercapainya perlindungan 
masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk 
mengembangkan pencegahan. Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir. 
Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. 
Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, 
sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa 
aman dan yakin atas peran sistem peradilan pidana anak, pelibatan seklah, 
keluarga, dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan; 
ikatan sosial dan reintegrasi meningkat.  
3. Penyidikan dalam UU SPPA  
Penyidikan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut : 
(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh 
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. telah berpengalaman sebagai penyidik; 
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; 
dan 
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. 
(4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh 
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penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang dewasa. 
Kemudian Pasal 27 mengatur sebagai berikut : 
(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib 
meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan 
setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan 
(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau 
saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja 
Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli 
lainnya 
(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak 
Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial 
Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana 
dilaporkan atau diadukan. 
 
4. Penuntutan dalam UU SPPA 
Penuntutan diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut : 
(1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh Jaksa Agung. 
(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum; 
b.  mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; 
dan 
c.  telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. 
(3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh 
penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa. 
Kemudian pasal 42 mengatur sebagai berikut : 
(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. 
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 
(tiga puluh) hari. 
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(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum 
menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada 
ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. 
(4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita 
acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan 
melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. 
 
5. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam UU SPPA 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 
62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menentukan sebagai berikut : 
(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk 
menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima 
berkas perkara dari Penuntut Umum. 
(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. 
(3)  Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 
(tiga puluh) hari. 
(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. 
(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim 
menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada 
ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. 
(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke 
tahap persidangan. 
Kemudian Pasal 53 mengatur sebagai berikut : 
(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. 
(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang 
dewasa. 
(3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. 
Kemudian Pasal 54 mengatur sebagai berikut : 
(1) Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan 
tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. 
Kemudian Pasal 55 mengatur sebagai berikut : 
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(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau 
pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan 
Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. 
(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang 
tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. 
(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum. 
Kemudian Pasal 56 mengatur sebagai berikut : 
Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk 
umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi 

















A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di tiga lembaga peradilan di Kota 
Makassar, yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri 
Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.  
Alasan Penulis memilih ketiga lembaga peradilan tersebut karena 
proses diversi yang menjadi obyek penelitian penulis dilakukan pada ketiga 
lemabaga tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dan diperoleh dalam penelitian berupa data primer 
dan data sekunder.  
1. Data primer  
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui 
wawancara langsung dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar, Jaksa Kejaksaan Negeri Makassar, dan Hakim Anak Pengadilan 
Negeri Makassar. 
2. Data sekunder  
Yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu. Seperti 
dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, termasuk juga literatur-
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literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pembahasan 
penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Literatur (Literature Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan 
teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, yang 
berhubungan dengan objek penelitian. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara atau interview dengan Penyidik di Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar, Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri 
Makassar dan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh penulis akan dianalisis secara kualitatif, 
kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk 
penjelasan (deskriptif) dan penggambaran kenyataan atau kondisi objektif 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Implementasi Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan 
Oleh Anak Di Kota Makassar 
 Diversi di Kota Makassar dapat dilaksanakan di tiga lembaga peradilan 
yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan 
Pengadilan Negeri Makassar. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :  
“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di 
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”,  
Berikut adalah data yang diperoleh mengenai implementasi diversi pada 
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dari ketiga lembaga tersebut : 
1. Diversi Pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
Penyidikan pada Kepolisian merupakan tingkatan pertama dimana diversi 
dapat dilakukan. Penyidikan terhadap kasus anak khususnya pada tindak pidana 
pencurian di Kota Makassar juga dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 
Polrestabes Makassar, ditemukan bahwa masih banyak tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak sepanjang Tahun 2014-2015. Berikut adalah data tindak 
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pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar yang diperoleh dari Reskrim 
Polrestabes Makassar Unit PPA  : 
Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Oleh Anak di Kota Makassar  
Tahun 2014-2015 
 
NO. Tindak Pidana 2014 2015 Jumlah 
1. Penganiyaan 36 11 47 
2. Perbuatan Cabul 10 21 31 
3.  Pemerkosaan 12 7 19 
4. Pengeroyokan 8 - 8 
5. Pencurian 4 - 4 
6.  Membawa lari perempuan 5 3 8 
7. Membawa senjata tajam 2 - 2 
8. Sodomi 1 - 1 
9. Pencurian dalam keluarga - 1 1 
10. Pengrusakan disertai ancaman - 1 1 
11.  Perbuatan tidak menyenangkan 1 - 1 
Jumlah 79 44 123 
Sumber: Reskrim Polrestabes Makassar Unit PPA, 12 Januari 2016 
 Berdasarkan Tabel 1.1., maka dapat dilihat bahwa tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak masih cukup tinggi dilakukan di Makassar. Salah satunya 
yaitu adanya empat kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Keempat kasus 
pencurian tersebut tidak berhasil untuk didiversi. 
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Menurut Iptu Ismail, Kanit VI Unit PPA Reskrim Polrestabes Makassar, 
Polrestabes telah mengupayakan sebisa mungkin untuk melakukan diversi dengan 
pihak korban dan pelaku. Selama ini proses diversi tidak mengalami kendala 
dalam proses pelaksanaanya. Akan tetapi, kelanjutan sebagian besar kasus yaitu 
dilanjutkannnya proses peradilan karena pihak korban dan pihak pelaku tidak 
mencapai suatu kesepakatan bersama. Kesepakatan dari pihak korban menjadi 
fakor penentu dalam tercapainya suatu diversi.37 
Ismail juga mengatakan, jika Diversi berhasil dilakukan pada kepolisian maka 
tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencabutan laporan yang 
dicatat dalam berita acara Polrestabes Makassar. Namun, Pihak kepolisian tidak 
melaporkan kesepakatan ini ke Pengadilan Negeri Makassar untuk mengeluarkan 
surat penetapan. Tindak lanjut dari diversi hanya dilakukan melalui pencabutan 
laporan saja.  
Padahal jika kita melihat ke UU SPPA dan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan 
Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pasal 19 ayat (1) 
dan (2) yang berbunyi : 
(1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat 
Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung 
Penyidik. 
(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 
dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat 
Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. 
  
                                                          
37 Wawancara dengan Ismail, Jabatan Kanit VI Unit PPA Reskrim Polrestabes Makassar pada 
tanggal 12 Januari 2016 , Pukul 14.15 Wita. 
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Penyidik seharusnya menyampaikan surat kesepakatan diversi kepada Ketua PN 
untuk memperoleh penetapan.  
 
2. Diversi pada Kejaksaan Negeri Makassar 
Proses diversi yang tidak menemukan kesepakatan di tingkat penyidikan akan 
dilanjutkan ke tingkat penuntutan oleh kejaksaan, pada tahap ini juga tetap 
dilakukan proses diversi. Jaksa bertindak sebagai fasilitator diversi pada tahap ini.  
Pencurian yang dilakukan oleh anak termasuk ke dalam Tindak Pidana 
Khusus yaitu Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. Kejaksaan Negeri  
Makassar mengklasifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi 
tiga yaitu, Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (OHARDA), Tindak 
Pidana Umum Lain (TPUL), dan Tindak Pidana Terhadap Keamanan Ketertiban 
Umum (KAMTIBUM). Berikut adalah data jumlah tindak pidana anak yang dan 
jumlah diversi yang berhasil dilakukan pada ketiganya: 
Tabel 2.1. Jumlah Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda 
(OHARDA) yang dilakukan oleh Anak Tahun 2014-2015 
NO. Jenis Tindak Pidana Pasal yang Dilanggar Jumlah 
1. Pencurian 362 KUHP 8 
363 KUHP 61 
365 KUHP 77 
365 SUB 368 KUHP 1 
2. Penganiayaan 351 KUHP 9 
3. Penipuan 378 KUHP 1 
4. Penadahan 480 KUHP 3 
5. Pembunuhan 338 KUHP 1 
340 KUHP 1 
6. Bawa lari perempuan 332 KUHP 1 
7. Penggelapan 372 KUHP 1 
8. Pemerkosaan 285 KUHP 3 
Jumlah 167 
Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar, 11 Januari 2016 
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 Berdasarkan Tabel 2.1. diketahui bahwa pencurian digolongkan ke dalam 
tindak pidana orang dan harta benda. Jumlah tindak pidana pencurian juga 
merupakan tindak pidana terbanyak dilakukan oleh anak yaitu 147 kasus. 
Terbanyak kedua yaitu tindak pidana penganiayaan sebanyak 9 Kasus.  
 Jika memperhatikan Tabel 2.1., tindak pidana pencurian yang seharusnya 
dapat diupayakan diversi sebanyak 8 (delapan) kasus yaitu tindak pidana yang 
melanggar Pasal 362 KUHP dan ancaman pidananya yaitu lima tahun.  
Tabel 2.2. Jumlah Diversi pada Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta 
Benda (OHARDA) yang dilakukan oleh Anak Tahun 2014-2015 
 
NO. Jenis Tindak Pidana Pasal yang Dilanggar No. Register 
1. Pencurian 363 KUHP 504/Mks/EP/09/14 
2. Penganiayaan 351 KUHP 602/Mks/EP/09/14 
3. Pencurian 363 KUHP 635/Mks/EP/09/14 
4. Pencurian 362 KUHP 704/Mks/EP/10/14 
5. Pencurian 362 KUHP 14/Mks/EP/02/15 
Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar, 11 Januari 2016 
Berdasarkan Tabel 2.2. diketahui bahwa pada Tindak Pidana Orang dan 
Harta terdapat lima kasus yang berhasil didiversi, empat diantaranya merupakan 
tindak pidana pencurian. Bahkan dua tindak pidana pencurian yang didiversi 
adalah pencurian yang diancam pidana tujuh tahun (Pasal 363 KUHP). 
Perbandingan dari jumlah tindak pidana diatas dengan yang dapat 
dilakukan diversi yaitu dari delapan Anak yang melakukan pencurian (Pasal 362) 
berhasil didiversi sebanyak tiga Anak. Sedangkan pencurian dengan unsur 
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pemberatan (Pasal 363) yang seharusnya tidak dapat dilakukan diversi justru 
ditemukan dua yang berhasil dari 61 kasus.    
Dengan memperhatikan Tabel 2.1., dapat dilihat bahwa tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak kebanyakan merupakan tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan, sehingga sulit untuk diupayakan diversi pada 
tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar. Dari 147 tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak, yang dikenai ancaman dibawah tujuh tahun 
hanya ada 8 kasus. 
Tabel 2.3. Jumlah Tindak Pidana Umum Lain (TPUL) yang dilakukan oleh 
Anak  Tahun 2014-2015 
NO. Jenis Tindak Pidana Pasal yang dilanggar Jumlah 
1. Kecelakaan yg mengakibatkan 
meninggalnya orang lain 
Pasal 310(4) UU 22/2009  
tentang LLAJ 
2 
2. Membawa Senjata tajam Pasal 2 ayat (1) UU Drt 
Nomor 12 tahun 1951 
63 
3. Narkotika UU No. 35 Thn 2009 ttg 
Narkotika  
32 
4. Penganiayaan anak Pasal 80 UU 23 Thn 2002 9 
5. Persetubuhan anak Pasal 81 UU 23 Thn 2002 6 
6. Percabulan anak Pasal 82 UU 23 Thn 2002 1 
Jumlah 113 
Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar, 11 Januari 2016 
Tabel 2.3. menujukkan bahwa dari 113 jumlah tindak pidana umum lain 
yang dilakukan oleh anak , kasus tertinggi adalah tindak pidana membawa senjata 
tajam yaitu sebanyak 63 kasus. Kemudian urutan kedua terdapat  tindak pidana 
narkotika yaitu sebanyak 32 Kasus. Sedangkan urutan ketiga ditempati tindak 





Tabel 2.4 Jumlah Diversi pada Tindak Pidana Umum Lain (TPUL) yang 
dilakukan oleh Anak  Tahun 2014-2015 
NO. Jenis Tindak Pidana Pasal yang Dilanggar No. Register 
1. Penganiayaan Pasal 80 (2)  
UU RI No. 23 Thn 2002 
425/Mks/EP/06/14 
2. Penganiayaan Pasal 80 (1)  
UU RI No. 23 Thn 2002 
628/Mks/EP/09/14 
Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar, 11 Januari 2016 
Tabel 2.4. menunjukkan bahwa pada Tindak Pidana Umum Lain, hanya 
ada dua yang berhasil diversi dan keduanya merupakan diversi pada tindak pidana 
penganiayaan anak.  
Jika dibandingkan dengan Tabel 2.3. maka untuk penganiayaan anak,  dari 
sembilan kasus yang ada terdapat dua yang dapat didiversi. Sedangkan kasus yang 
lain tidak dapat didiversi 
 Selanjutnya pada Tindak Pidana Terhadap Keamanan Ketertiban Umum 
(KAMTIBUM) sampai Desember 2015 belum ada yang berhasil didiversi. 
Berikut jumlah tindak pidana KAMTIBUM di Kejaksaan Negeri Makassar : 
Tabel 2.5. Jumlah Tindak Pidana Terhadap Keamanan Ketertiban Umum 
(KAMTIBUM) yang dilakukan oleh Anak  Tahun 2014-2015 
NO. Jenis Tindak Pidana Pasal yang Dilanggar Jumlah 
1. Kekerasan 170 KUHP 10 
2. Perjudian 303 KUHP 1 
3. Pembakaran 187,188 KUHP 2 
Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar, 11 Januari 2016 
Berdasarkan Tabel 2.5. dapat diketahui bahwa untuk tindak pidana terhadap 
keamanan dan ketertiban umum, ada tiga jenis tindak pidana yang dilakukan oleh 
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anak yaitu kekerasan sebanyak 10 kasus, Pembakaran sebanyak 2 kasus, dan 
perjudian sebanyak 1 kasus. 
 
3. Diversi pada Pengadilan Negeri Makassar 
Keadilan Restoratif bertujuan untuk menghindarkan dan menjauhkan 
Anak dari proses peradilan sehingga terlepas dari stigmatisasi dan diharapkan 
Anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar. Untuk 
itulah, bahkan sebelum anak masuk dalam proses pengadilan  sekali lagi 
diversi  dilakukan, dimana seorang Hakim Anak akan menjadi fasilitator 
diversi. 
Berikut merupakan data jumlah tindak pidana anak dan jumlah diversi 














Tabel 3.1. Jumlah Tindak Pidana Anak yang Telah Diputus di  Pengadilan 
Negeri Makassar Tahun 2015 
NO. Jenis Tindak Pidana Pasal yang Dilanggar Jumlah 
1. Pencurian 365 sub 363 KUHP 23 
  363 KUHP 23 
  365 KUHP 11 
  363 sub 362 KUHP 2 
  365 sub 351 KUHP 1 
  372 sub 363 KUHP 1 
  363 sub 480 KUHP 1 
  285 sub 363 KUHP 2 
2. Senjata Tajam  Pasal 2(1) UU Drt. No. 12 
Thn.1951 
28 
3. Penganiayaan 170/351 KUHP 5 
  351 KUHP 2 
  355/358 KUHP 1 
  351/406 KUHP 1 
  338/170/351 KUHP 1 
  365, 368, KUHP  1 
  80 UU No.23 Thn 2002 2 
4. Narkoba UU No. 35 Thn. 2009 9 
5. Penadahan 480 KUHP 1 
6. Melarikan perempuan 332 KUHP 1 
Jumlah 116 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar, 14 Januari 2016 
 Berdasarkan tabel 3.1. dapat diketahui bahwa dari 116 Kasus yang telah 
diputus di Kota Makassar, tidak ditemukan tindak pencurian yang dapat 
diupayakan diversi (Pasal 362) diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar.  
 Dari 64 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, semuanya adalah 
tindak pidana pencurian yang memiliki unsur pemberatan sehingga ancaman 






Tabel 3.2. Jumlah Diversi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015 
NO. Jenis Tindak 
Pidana 
Pasal yang dilanggar No. Register 
1.  Pencurian 362 KUHP A.21/Pid-Sus 
Anak/2015/PN.Mks 
2.  Pencurian 363 KUHP A.178/ Pid-Sus 
Anak/2015/PN.Mks 
3.  Pencurian 363 KUHP A.179/Pid-Sus 
ANak/2015/PN.Mks 
4.  Pencurian 363 KUHP A.235/Pid-Sus 
Anak/2015/PN.Mks 
5.  Pencurian 363 KUHP A.244/Pid-Sus 
Anak/2015/PN.Mks 
6.  Pencurian 365 sub 363 KUHP A.253/Pid-Sus 
Anak/2015/PN.Mks 
7.  Pencurian 365 sub 363 KUHP A.254/Pid-Sus 
Anak/2015/PN.Mks 












Sumber: Pengadilan Negeri Makassar, 14 Januari 2016 
Tabel 3.2. menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 dari sepuluh kasus 
yang berhasil didiversi tujuh diantaranya merupakan tindak pidana pencurian. Jika 
mengikuti UU SPPA maka yang seharusnya dapat dilakukan diversi hanya pada 
tindak pencurian yang diancam Pasal 362 karena ancaman pidananya yaitu lima 
tahun pidana penjara sedangkan Pasal 363 ancaman pidananya yaitu tujuh tahun. 
Akan tetapi, berdasarkan data diatas pencurian dengan unsur pemberatan juga 
tetap diupayakan diversi.  
Apabila dibandingkan dengan jumlah tindak pidana anak yang telah 
diputus sepanjang tahun 2015, jumlah diversi yang berhasil sudah baik. (jika 
mengikuti UU SPPA, yaitu yang diancam pidana kurang dari tujuh tahun). 
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Berdasarkan kedua data diatas dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri 
Makassar juga melakukan diversi pada tindak pidana yang diancam pidana tujuh 
tahun keatas. Walaupun pada Perma Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan 
sebagai berikut :  
“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 
tujuh tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan 
subsidiaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).” 
 
Anak yang melakukan tindak pidana yang didakwa tujuh tahun keatas 
tanpa diikuti dakwaan lain yaitu yang diancam tujuh tahun ke bawah tidak dapat 
dilakukan diversi. Sebab salah satu syarat utama dari Diversi ini adalah tindak 
pidana yang dilakukan diancam pidana dengan pidana dibawah tujuh tahun.  
 
4. Studi Kasus Penetapan Diversi Nomor 178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks 
dengan Putusan Nomor 135/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks. 
Kedua kasus ini merupakan kasus yang sama-sama didakwah pasal 363 
KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan. Keduanya juga telah melalui proses 
Diversi dimana kasus dengan register 178/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks (Kasus I) 
berhasil untuk didiversi sehingga dibuatkan penetapannnya sedangkan kasus 
dengan register 135/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks. (Kasus II) tidak berhasil 
didiversi sehingga harus dilanjutkan ke proses pengadilan.   
Terdakwah pada Kasus I yaitu M. Husain Alwi Syihab (17 thn) dan M.Haiqal 
Wintara Syihab (16 thn) melakukan pencurian bersama satu orang temannya pada 
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tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 05.00 wita. Ketiganya mencuri motor milik 
security Hotel Amaris , Sukwan, yang sedang diparkir di pelataran parkir hotel 
Amaris. Pada tanggal 19 Agustus 2015 diupayakan diversi di Pengadilan Negeri 
Makassar bagi kedua terdakwah. Diversi ini dihadiri oleh seorang fasilitator 
diversi (hakim), seorang panitera, perwakilan bapas, penasihat hukum Anak, 
Anak, Orangtua Anak, dan Korban. Diversi tersebut menghasilkan sebuah 
kesepakatan antara pihak korban dan pelaku untuk berdamai, dengan syarat motor 
korban dikembalikan. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka dibuat 
penetapan penghentian pemeriksaan yang ditetapkan pada tanggal 19 agustus 
2015. 
Kasus II merupakan kasus pencurian yang dilakukan anto dan andry saputra 
teddy (17 thn) bersama kedua temannya di jalan Rajawali I Lrg.10 Nomor 14 
Makassar pada tanggal 08 April 2015 pukul 04.30 wita . Mereka berempat 
mengambil tiga tas milik ardiansyah yang terletak didalam rumah yang terbuka 
pintunya. Ketiga tas tersebut berisi pakaian, dokumen dinas, laptop, hardisk, 
recorder, flashdisk, cas HP, dan uang tunai sebanyak Rp 20.000.000. Pada proses 
penyidikan kasus ini telah diupayakan diversi oleh Kepolisian Resosrt Daerah 
Sulawesi Selatan Resosrt Kota Besar Makassar Sektor Mariso pada tanggal 6 Juni 
2015. Akan tetapi proses diversi ini tidak memperoleh kesepakatan karena pelaku 
tidak dapat memenuhi keinginan dari pihak korban yang menginginkan barang 
berupa dokumen penting dihadirkan pada proses diversi tersebut. Akhirnya 
setelah sampai di Pengadilan Negeri Makassar sekali lagi diversi dilakukan akan 
tetapi hanya fasilitator (hakim) dan panitera yang hadir sehingga diversi dianggap 
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gagal dan dilanjutkan ke proses pengadilan. Keduanya akhirnya dijatuhkan 
putusan pidana penjara sealama satu tahun bagi anto dan pidana penjara selama 8 
bulan bagi andry . 
Pada kedua kasus ini sebenarnya juga telah dibuatkan Penelitian 
Kemasyarakatan untuk Diversi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan 
(Bapas) Kelas I Makassar. Dari hasil penelitian tersebutt sebenarnya ditemukan 
kemiripan , misalnya kedua-duanya menyesali perbuatan mereka. Pihak keluarga 
serta tetangga juga merasa prihatin. Akan tetapi jika dilihat dari segi lingkungan, 
Anak pada Kasus I tinggal di lingkungan menengah ke atas, dan cukup baik untuk 
mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang baik, sedangkan Anak pada Kasus II 
tinggal pada lingkungan menengah ke bawah dimana masih banyak dilakukan 
penyimpangan sosial dii tengah masyarakatnya dan banyak anak-anak yang putus 
sekolah dan membentuk perkumpulan-perkumpulan negatif dan malas untuk 
mencari nafkah. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, saran dari Laporan 
Peneltian Kemasyarakatan oleh Bapas pun akhirnya berbeda, kasus I anak 
disarankan untuk dibina LPKS agar bisa tetap kembali bermasyarakat 
danmelanjutkan pendidikannya sampai tamat demi masa depan anak sedangkana 
kasus II anak disarankan dibina orang tua beserta instansi yang terkait LPAS 
(dibina di dalam Lapas) untuk merubah sikap anak lebih baik. Maka ditarik 
kesimpulan, peran Laporan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas sangat 
penting dan menjadi pertimbangan yang sangat diperlukan dalam menentukan 
masa depan Anak. 
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Jika  membandingkan kedua kasus tersebut dan berdasarkan data jumlah kasus 
anak di pengadilan anak yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dilihat 
bahwa sebagian besar kasus anak yang tidak berhasil didiversi akan berlanjut di 
proses pengadilan yang akhirnya memutus anak untuk dikenai pidana penjara.  
 
B. Kendala Dalam Implementasi Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian 
Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar 
Ketiga lembaga yang berwenang melakukan diversi di Kota Makassar 
menyatakan bahwa selama ini proses diversi telah sebisa mungkin dilaksanakan. 
Akan tetapi, mengenai hasil akhir dari diversi seabagian besar masih berupa 
dilanjutkannya proses peradilan. Hal ini dikarenakan pihak korban yang tidak 
sepakat untuk dilakukan diversi. Sudarman Nyompa, Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar, menyatakan bahwa pihak korban tetap harus diperhatikan dalam proses 
diversi ini, walaupun kita berupaya untuk mengadakan keadilan restoratif bagi 
Anak Pelaku tetapi hak-hak korban harus diperhatikan. Kerugian bahkan rasa 
sakit hati dari korban menjadi factor utama gagalnya kesepakatan tersebut.38 Hal 
ini juga disampaikan oleh Iptu Ismail. UU SPPA telah menekankan bahwa  
Diversi wajib untuk memperhatikan kepentingan korban dan harus mendapatkan 
persetujuan dari pihak korban. 
Untuk tindak pidana pencurian sendiri, Herawati menyebutkan bahwa kendala 
dalam mengupayakan diversi selain karena pihak korban yang tidak sepakat yaitu 
sebagian besar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan 
                                                          
38 Wawancara dengan Sudarman Nyompa, Jabatan Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar, 
pada tanggal 14 Januari 2016, Pukul 10.16 Wita.  
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pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya diatas tujuh tahun 
sehingga tidak dapat didiversi. Herawati juga menambahkan bahwa adanya 
perbedaan dalam menafsirkan kasus yang dapat didiversi pada masing-masing 
lembaga juga menjadi alasan beberapa perkara yang tidak dapat didiversi pada 
tingkat penuntutan dapat didiversi pada tingkat pemeriksaan berkas di 
pengadilan.39 Misalnya Kejaksaan hanya melakukan diversi pada tindak pidana 
yang diancam tujuh tahun , sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor Per- 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 
Pada Tingkat Penuntutan Bab II mengenai Kewajiban Diversi : 
1. Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversi 
a. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi pada tingkat 
Penuntutan. 
b. Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam 
tindak pidana yang dilakukan : 
1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  
 
sedangkan pada pengadilan Negeri juga melakukan dversi pada tindak pidana 







                                                          
39 Wawancara dengan Herawati, Jabatan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota 
Makassar telah dilaksanakan oleh ketiga lembaga peradilan yang berhak 
melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaan ditemukan bahwa 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar masih belum melakukan 
pelaporan ke Pengadilan Negeri untuk dibuatkan surat penetapan bagi 
kasus yang berhasil didiversi. Sedangkan pada Kejaksaan Negeri 
Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar masih terdapat beberapa kasus 
pencurian yang dilakukan oleh anak yang ancaman pidananya diatas tujuh 
tahun tetapi tetap diupayakan diversi. 
2. Kendala utama yang dihadapi dalam memperoleh hasil akhir dari diversi 
adalah tidak adanya kesepakatan dari pihak korban. Persetujuan dari pihak 
korban merupakan faktor utama yang dapat membuat diversi berhasil dan 
apabila permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh Anak maka 
diversi gagal dan dilanjutkan ke proses peradilan. Adanya perbedaan batas 
kasus yang dapat didiversi pada masing-masing lembaga juga 
menyebabkan adanya beberapa kasus yang tidak dapat didiversi tetapi 
didiversi pada lembaga lainnya. Unsur pemberatan pada tindak pidana 
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pencurian juga menghambat proses diversi karena ancaman pidananya 
diatas tujuh tahun.  
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis 
maka dapat disarankan : 
1. Dalam melaksanakan diversi pada tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh anak sebaiknya harus memperhatikan kembali 
Undang-Undang yang mengatur serta peraturan yang mengatur 
pedoman pelaksanaan diversi yang telah dikeluarkan oleh masing-
masing lembaga. Sehingga dapat terjadi kerjasama yang baik antar 
ketiga lembaga. 
2. Orang tua diharapkan mengadakan pengawasan terhadap anak-
anaknya sehingga tidak melakukan tindak pidana pencurian, karena 
walaupun diupayakan diversi masih banyak diversi yang gagal dan 
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